
Sedangkan dari analisis
morfologi area puncak berda-
sarkan foto dari sektor Barat
Daya pada tanggal 7 Januari
2021 terhadap tanggal 24
Desember 2020, menun-
jukkan adanya perubahan
morfologi area puncak karena
aktivitas guguran. "Potensi ba-
haya saat ini berupa guguran
lava, lontaran material vulka-
nik bila terjadi letusan ek-
splosif dan awan panas se-
jauh maksimal 5 km," kata
Kepala BPPTKG Dr Hanik
Humaida, Jumat (8/1).

Adapun deformasi Gunung
Merapi yang dipantau dengan
menggunakan EDM pada
minggu ini menunjukkan
adanya laju pemendekan
jarak sebesar 15 cm/hari.
Pada minggu ini juga terjadi
hujan di Pos Pengamatan
Gunung Merapi dengan inten-
sitas curah hujan tertinggi
sebesar 46 mm/jam selama
75 menit di Pos Kaliurang pa-
da 6 Januari 2021 menye-
babkan terjadi penambahan
aliran di Kali Boyong. 

Hanik Humaida di Ruang
Command Center Setda
Kabupaten Magelang juga
memberi penjelasan kepada
wartawan. Didampingi Asisten
Pemerintahan dan Kesra
Setda Kabupaten Magelang
Nanda Cahyadi Pribadi, Plt
Kepala Pelaksana Harian

(Kalakhar) BPBD Kabupaten
Magelang Drs Edy Susanto,
Hanik Humaida menjelaskan
bahwa mulai adanya lava pijar
sudah merupakan fase awal
dari erupsi. Awan panas juga
sudah terjadi, dan wilayah
Barat berpotensi ancaman. 

(Dev/Tha)-f
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Terkait kehalalan vaksin, Jokowi juga me-

minta masyarakat tak khawatir. Sebab,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah me-

lakukan analisis dan segera menerbitkan

sertifikasi halal.

Jokowi mengatakan, vaksinasi akan dim-

ulai pada pekan depan. Namun demikian,

ia belum dapat memastikan detail waktu-

nya. Pasalnya, pelaksanaan vaksinasi

masih menunggu Izin Penggunaan Da-

rurat/IPD atau Emergency Use Autho-

rization (EUA) dari Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM). "Kalau Izin

Penggunaan Darurat itu belum keluar dari

BPOM ya kita belum bisa vaksinasi," ujar

Jokowi.

Presiden mengaku bakal jadi orang per-

tama di Indonesia yang divaksin Covid-19.

Sebagaimana diberitakan, Presiden akan

disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac

pada Rabu (13/1) bersama para menteri

dan pejabat publik terkait lainnya.

"Pada Januari ini akan disuntik sebanyak

5,8 juta (orang) tapi total nantinya yang dis-

untik 182 juta orang, dan dua kali disuntik

berarti vaksinnya butuh 2 dikali 182 juta

orang, hampir 400 juta dosis untuk kebu-

tuhan vaksinnya," tutur Presiden.

Meski vaksinasi secara bertahap akan di-

lakukan, tapi Presiden mengingatkan bah-

wa keadaan belum dapat langsung normal.

"Minggu depan mulai vaksinasi, tapi

keadaan belum bisa kembali langsung nor-

mal, karena itu saya titip ke bapak dan ibu

sampaikan ke tetangga, keluarga dan te-

man, agar tetap disiplin menjaga protokol

kesehatan, pakai masker, cuci tangan

habis berkegiatan, jaga jarak, harus disi-

plin, jangan ke tempat banyak orang

berkerumun," ungkap Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa ma-

syarakat perlu bersyukur Indonesia tidak

sampai menerapkan karantina wilayah

atau lockdown.

"Alhamdulillah masih beruntung tidak

sampai lockdown, kalau di negara lain

seperti Eropa sampai ada tiga bulan lock-

down, bahkan tiga hari yang lalu di London,

Inggris lockdown lagi, Bangkok juga lock-

down, di Tokyo juga statusnya darurat, di si-

ni walau aktivitas terbatas tapi masih

berusaha meski dengan protokol kese-

hatan yang ketat. Jadi bapak ibu masih

bisa berusaha," ujar Presiden.

Pemerintah sudah mengonfirmasi peme-

sanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari

berbagai produsen. Dari perusahaan far-

masi Tiongkok Sinovac sebanyak 125,5 ju-

ta dosis, dari pabrikan vaksin Amerika

Serikat-Kanada Novavax 50 juta dosis, dari

kerja sama multilateral WHO dan Aliansi

Vaksin Dunia (Covax-GAVI) 50 juta dosis,

dari pabrikan Inggris AstraZeneca 50 juta

dosis, dan dari perusahaan farmasi gabun-

gan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer

BioNTech sebanyak 50 juta.       (Ati/Sim)-d
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aspek keamanan, kualitas, dan kemanjuran
dari BPOM. 

Artinya, MUI masih menunggu hasil final
kethoyibannya. "Fatwa utuhnya akan disam-
paikan setelah BPOM menyampaikan menge-
nai aspek keamanan untuk digunakan, apakah
aman atau tidak, maka fatwa akan melihat,"
ujarnya. 

Kiai Niam menjelaskan, rapat yang diikuti
Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa MUI
Pusat tersebut, membahas menetapkan ke-
sesuaian syariah vaksin Covid-19 yang dipro-
duksi Sinovac Lifescience Co. Ada tiga vaksin
produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu
Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio.
"Artinya yang kita bahas hari ini adalah menge-
nai produk vaksin Covid-19 dari produsen
Sinovac ini bukan yang lain. Pembahasan di-
awali dari audit dari auditor," ungkapnya. 

Komisi Fatwa menetapkan kehalalan ini
setelah sebelumnya mengkaji mendalam la-
poran hasil audit dari Tim MUI. Tim tersebut ter-
diri Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI
yang telah berpengalaman dalam proses audit
vaksin MR. Tim itu sebelumnya tergabung
dalam Tim Kementerian Kesehatan, Bio
Farma, dan BPOM sejak Oktober 2020.
Mereka bersama tim lain mengunjungi Pabrik
Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di
sana. Sepulang ke Indonesia, tim masih me-
nunggu beberapa dokumen yang kurang. 

Dokumen itu diterima secara lengkap oleh
Tim MUI, Selasa (5/1) melalui surat elektronik.
Pada hari yang sama, tim merampungkan au-
dit lapangan di Bio Farma yang nantinya akan
memproduksi vaksin ini secara massal. Tim ke-
mudian melaporkan hasil audit kepada Komisi
Fatwa MUI Pusat untuk dilakukan kajian
keagamaan menentukan kehalalan vaksin.

Sementara itu Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito me-
ngatakan, vaksin Sinovac aman. "Dengan
adanya pertukaran data uji klinis di Brasil dan
Turki, BPOM sudah memiliki keyakinan akan
aspek keamanan dan mutu vaksin Sinovac.
Tinggal menunggu data efikasi (khasiat) vaksin
yang sebagian sudah disampaikan dan hari ini
data lengkap akan sampaikan," kata Penny.

Penny optimistis bisa menerbitkan Izin
Penggunaan Darurat/IPD atau Emergency
Use Authorization/EUA sebelum 13 Januari
2021.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin mengungkapkan, pada Rabu
(13/1) Presiden Joko Widodo dan para Menteri
Kabinet Indonesia Maju akan disuntik vaksin
Covid-19 buatan Sinovac. Menurut Penny
Lukito, Pemerintah memang merencanakan
melakukan vaksinasi pada 13 Januari 2021,
tetapi ini bukan berarti mengikat BPOM untuk
tergesa-gesa menerbitkan Izin Penggunaan
Darurat. (Fsy/Ati)-f
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JAKARTA (KR) - Menteri Dalam

Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

menyatakan pemberlakuan Pem-

batasan Kegiatan Masyarakat (PP-

KM) dan bukan  Pembatasan Sosial

Bersekala Besar (PSBB). Sebab kebi-

jakan  tersebut hanya diterapkan di

beberapa kabupaten/kota di Pulau

Bali dan Jawa.

"Kalau PSBB nanti kesannya skala

masif seluruh Jawa dan Bali. Padahal

kan tidak. Di Jawa itu yang saya se-

butkan tadi tempat-tempatnya," kata

Tito kepada wartawan di Kantor

Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/1).

Seperti diketahui sebelumnya, bah-

wa pemerintah menetapkan pember-

lakuan pembatasan kegiatan masya-

rakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pembatasan bakal berlaku pada 11-25

Januari 2021.

Adapun kebijakan PPKM Jawa-

Bali meliputi beberapa poin di an-

taranya membatasi kapasitas tempat

kerja dengan WFH 75 persen dan

menetapkan kegiatan belajar menga-

jar secara daring. Kemudian sektor es-

ensial terkait kebutuhan pokok ma-

syarakat boleh tetap beroperasi 100

persen dengan pengaturan jam opera-

sional, kapasitas, dan protokol kese-

hatan ketat. Untuk itu Tito menyata-

kan bahwa pemerintah tidak menggu-

nakan istilah Pembatasan Sosial

Berskala Besar  (PSBB)  untuk pem-

batasan di Jawa dan Bali lantaran ke-

bijakan kali ini dianggap tidak dite-

rapkan secara menyeluruh.

Tito memaparkan, PPKM berlaku

di seluruh kota administratif DKI

Jakarta. Kemudian di Tangerang

Raya, Banten serta Bekasi Raya,

Depok, Bogor Raya, dan Bandung

Raya di Jawa Barat.

Kemudian di Semarang Raya dan

Solo Raya, Jawa Tengah; Surabaya

Raya dan Malang Raya, Jawa Timur;

serta seluruh kabupaten/kota di

Provinsi Bali.

Dia pun menyampaikan, PPKM

merupakan upaya cepat pemerintah

untuk merespons lonjakan kasus. Dia

bilang ada ancaman rumah sakit ko-

laps usai gelombang libur tahun baru.

"Kalau tidak diambil langkah cepat,

bisa terjadi over capacity rumah sakit

bisa jadi penularan akan semakin

meluas,"  ujar Tito.

Terkait kebijakan pemerintah terse-

but, Johan Rosihan, anggota Komisi

IV DPR RI, meminta pemerintah

menjamin stabilisasi pasoka. Dan har-

ga pangan selama pelaksanaan PP-

KM . Sebab menurutnya kondisi itu

membawa konsekuensi diterapkan-

nya pembatasan kapasitas operasi

distribusi kebutuhan pokok dan pa-

sokan pangan ke berbagai daerah di

Jawa dan Bali. (Sim)-f

Mendagri: Pembatasannya Bukan PSBB

Tingkat produktivitas kedelai Indonesia
sangat jauh dibandingkan dengan pro-
duktivitas di Amerika dan Eropa.  Dengan
pertumbuhan jumlah penduduk yang
terus meningkat permintaan kedelai juga
semakin meningkat, akibatnya impor
kedelai tidak dapat dihindarkan.

Impor kedelai jauh lebih besar diban-
dingkan kemampuan  produksi nasional.
Data beberapa tahun terakhir (BPS,
2019) menggambarkan kebutuhan kede-
lai nasional sebesar 3,4-3,6 juta ton per
tahun. Di sisi yang lain, kapasitas produk-
si kedelai  paling tinggi hanya mendekati 1
juta ton, sehingga setiap tahun diperlukan
impor sebanyak 2,4-2,6 juta ton. Pada
tahun 2017 total impor kedelai sebesar
2,67 juta ton bernilai US$ 1,15 miliar di-
mana 2,63 juta ton berasal dari Amerika
serikat. 

Rendahnya kapasitas produksi kedelai
dapat dilihat dari data BPS (2019), dalam
5 tahun terkahir produksi tertinggi kedelai
tahun 2016 dan 2017 sebesar  859.653

ton dan 538.728 ton, pada tahun 2018
mengalami kenaikan menjadi 982.528
ton.  

Untuk menekan impor kedelai secara
signifikan dan menjaga stabilitas harga
diperlukan program strategis melalui pen-
guatan inovasi produksi. Inovasi pemulia-
an  benih kedelai yang produktif, adaptif
terhadap perubahan iklim dan memilki cit-
ra rasa baik sangat urgen  dilakukan.
Salah satu inovasi yang dihasilkan oleh
UGM adalah benih kedalai hitam Mallika

yang cukup prospektif karena memiliki
produktivitas tinggi, adaptif terhadap ke-
kurangan air dan sesuai untuk daratan
rendah dan sedang. 

Selain itu, inovasi UGM yang sangat
terkait dengan peningkatan produktivitas
kedelai adalah mikoriza yang dapat me-
ningkatkan eksplorasi perakaran sampai
ratusan kali volumenya. Sehingga pe-
nyerapan air dan nutrisi menjadi lebih baik
yang membuat tanaman kedelai menjadi
lebih subur. 

Inovasi pengembangan berbagai jenis
kacang koro telah diinisiasi sebagai subti-
tusi kacang kedelai. Namun cita rasa dan
kekhasan olahan tempe dan tahu berba-
han kedelai dipandang berbeda diban-
dingkan olahan dari bahan substitusi. Isu
perubahan taste dan pereferensi kon-
sumen juga menjadi hal yang tidak mu-
dah.

Selain itu, program insentif dari peme-
rintah sangat diperlukan untuk mendo-
rong minat petani mengembangkan ko-
moditas kedelai sehingga kapasitas pro-
duksi nasional meningkat. Program yang
dapat dikembangkan antara lain subsidi
harga, subsidi sarana produksi, pengada-
an alat mesin dan introduksi tata niaga
kedelai yang baik dan efisien serta penyu-
luhan dan pendampingan petani yang
efektif.

(Penulis adalah Dosen Fakultas

Pertanian UGM dan Sekolah

Pascasarjana UGM)-d
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Pahala mengatakan bahwa semua

produk peraturan Menkes terkait vaksi-

nasi adalah hasil tim bersama. "KPK

adalah bagian tim dan kami akan undang

stakeholders lain, misalnya Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri), untuk dis-

tribusi dan penggunaan nomor induk

kependudukan (NIK)," ujarnya. NIK itu,

imbuhnya, digunakan sebagai basis para

penerima vaksin.

KPK, lanjut Pahala,  juga ikut dalam tim

kecil satu data pada intinya pihaknya ingin

pemberian vaksin ini dijaga. "Jadi, setiap

vaksin digunakan dengan basis NIK,"

ungkapnya. Pada kesempatan ini,

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyata-

kan bahwa pihaknya meminta bantuan

KPK untuk mengawasi risiko-risiko apa

saja dalam pengadaan dan distribusi

vaksin Covid-19. Bahkan, dalam hal ini

sejak awal beberapa risiko sudah

didiskusikan dengan KPK.

"Pertama, vaksin ini pembeliannya

sifatnya khusus, perusahaan penyedi-

anya tidak banyak di dunia, akibatnya ten-

der, bidding, open document susah di-

lakukan, negosiasi harga juga susah di-

lakukan karena sifatnya terbatas di selu-

ruh dunia," kata Budi Gunadi.

Akibatnya, jelasnya, terjadi perebutan

negara-negara untuk membeli vaksin dari

para produsen vaksin. Budi Gunadi

menuturkan, butuh sembilan miliar dosis

vaksin. Padahal kapasitas produksi hanya

enam miliar. Jadi betul-betul perebutan

sehingga pengadaan yang berbeda dan

harga yang juga beda dengan kondisi bi-

asa.

Masalah kedua, pengadaan vaksin

Covid-19 dilakukan dengan dua meka-

nisme yakni pembelian langsung ke pro-

dusen, antara lain ke Sinovac, Astra-

Zenica, Pfizer, dan Novavax, serta secara

multilateral WHO dan Aliansi Vaksin

Dunia (Covax-GAVI). 

Budi Gunadi mengungkapkan, yang

mekanisme bilateral biasa pihaknya beli

melalui biofarma, sedangkan multilateral

itu gratis karena kerja sama internasional

padahal barangnya sama. 

"Di daftar GAVI ada vaksin Novavax

dan AstraZenica, jadi kenapa kita juga be-

li multilateral? Karena barangnya tidak

cukup untuk memvaksin 182 juta orang

Indonesia," kata Budi seraya menye-

butkan, kondisi tersebut disampaikan ke

KPK sejak awal, menurut Budi, untuk

memberikan konteks penyediaan barang

dengan harga yang berbeda.

Ia lebih jauh mengatakan tentang ada

juga proses siapa yang diberi karena

vaksin ini gratis bisa saja dijual secara

gelap. "Jadi tadi sudah dibicarakan su-

paya tidak ada risiko bocornya vaksin

gratis dan diperjualbelikan di pasaran,"

kata Budi dengan menandaskan, pihak-

nya juga berjanji akan membuka seluruh

pengadaan vaksin dan distribusinya se-

cara transparan. (Ful)-d
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Sementara itu kasus baru positif

Covid-19 di DIY, Jumat kemarin kembali

mencatatkan rekor tertinggi harian,

yakni 379 kasus sehingga menjadi

14.346 kasus.

"Penambahan angka kasus ini

melampaui rekor sebelumnya, 355 ka-

sus pada Kamis (7/1)," ujar Juru Bicara

(Jubir) Pemda DIY untuk Penanganan

Covid-19 Berty Murtiningsih.

Berty mengatakan, mayoritas 203 ka-

sus dari tracing kontak kasus positif, 115

kasus periksa mandiri, 60 kasus belum

ada informasi riwayat dan satu kasus

perjalanan luar daerah. 

"Domisilinya, terbanyak 146 orang di

Kabupaten Sleman, 109 orang di Kota

Yogya, 99 orang di Bantul, 22 orang di

Kulonprogo dan tiga orang di

Gunungkidul," katanya. Untuk pasien

sembuh bertambah 148 menjadi 9.521

dan kasus meninggal bertambah tujuh

kasus menjadi 308 kasus. 

Secara nasional, kasus terkonfirmasi

positif Covid-19 yang dilaporkan Satgas

Penanganan Covid-19 per Jumat

bertambah 10.617 kasus menjadi

808.340 kasus. Sedangkan pasien

sembuh bertambah 7.446 orang menja-

di 666.883 orang. Sementara untuk ka-

sus meninggal bertambah 233 jiwa

menjadi 23.753 kematian.

Penambahan angka kasus harian itu

sangat disayangkan Juru Bicara Satgas

Penanganan Covid-19 Prof Wiku

Adisasmito, karena mencapai angka

tertinggi dalam penambahan kasus har-

ian. Penambahan kasus ini juga dinilai

sebagai dampak dari masa libur pan-

jang Natal dan Tahun Baru serta akibat

semakin abainya masyarakat dalam

kepatuhan disiplin protokol kesehatan. 

Seharusnya, perkembangan kasus

Covid-19 pascalibur panjang tiga perio-

de sebelumnya, bisa menjadi pelajaran

bagi masyarakat. Namun pascalibur

panjang periode keempat di 2020,

penanganan Covid-19 belum bisa

diperbaiki, meskipun Pemerintah sudah

bekerja keras menekan penularan ka-

sus. 

"Ini kondisi yang sangat meng-

khawatirkan dan perlu untuk segera di-

hentikan, yakni dengan meningkatkan

kedisiplinan dan kepatuhan men-

jalankan protokol kesehatan," tegas

Wiku. (Ria/Ira/San)-f


